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MANTAN Bendahara Pengeluaran Gubernur Sulteng Ritha Sahara saat
menjalani sidang perdana kasus dugaan Korupsi dan: pencucian uang
di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, Selasa (8/7/2014).

. DUGAAN KORUPSI DAN TPPU

Ritha Sahara
Rugikan Negara Rp21,3 M

PALU, MERCUSUAR -
Mantan Bendahara
Pengeluaran Gubernur
Sulteng tahun 2007-2011
Ritha Sahara (48) didakwa JPU
merugikan keuangan negara
sebesar Rp21.394.096.876,

terkait dugaan korupsi serta
pencucian uang dan adanya
transaksi mencurigakan pada
PT Bank Sulteng dari rekening
001.01.03.25597-1 atasnama
pemegang kas daerah Provinsi
Sulteng ke rekening pribadi.

Kerugianan Negara itu
dengan rincian, yakni dana
direkening 001.02.02.01680-
0 pada Bank Sulteng
Rp20.254.443.939, di

Baca RUGIKAN di Hal. 11
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rekening 02.01.07634-2
pada Bank Sulteng Rp100
juta, penyalagunaan dana
bantuan sosial tahun 2008
Rp477.850.000, serta jasa giro
rekening 01.03.25597-1 tahun
2007 hingga 2011 Rp538.137.
Demikian diungkapkan
JPU dalam dakwaan yang
dibacakan saat sidang perdana
terdakwa Ritha Sahara di
Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri (PN) Palu,
Selasa (8/7/2014).
Diuraikan dalam dakwaan,
tahun 2007-2011 telah
mencairkan anggaran
Kepala Daerah Sulteng
berdasarkan SP2D yang
diterbitkan oleh Bendahara
Umum Daerah/Kuasa
Bendahara Umum Daerah
sebesar Rp37.138.476.663.
Rinciannya, Tahun anggaran
2007 Rp6.793.133.956,
tahun 2008 Rp7.317.459.991
dan tahun 2009 sebesar
Rp9.821.951.672. Kemudian
tahun 2010 dicairkan

Rp6.494.045.494 dan tahun
2011 Rp6.711.885.550.

Diainfa’. . t S Este bt
(Rp37.138.476.663)
dipindahbukukan dari
rekening kas daerah Suteng
pada PT Bank Sulteng
nomor: 01.03.25607.7
ke rekening pemegang
kas daerah nomor: 001-
010325597-1 menggunakan
sarana transaksi Bilyet Giro.
Pemindahbukuan itu hanya
dapat dilakukan terdakwa
selaku pemegang specimen
tanda tangan.

Selanjutnya, dana yang
dicairkan dari rekening 001-
010325597-1, disetorkan
ke rekening terdakwa
(tabungan Simantap) nomor:
0202016880 pada PT Bank
Sulteng Cabang Utama secara
berlanjut. Sehingga dari
tahun 2007-2011 jumlahnya
mencapai Rp20.254.443.939
dan ke rekening gaji terdakwa
di bank sama nomor:
02.01.07634-2 sebesar

Rp100 juta. “Padahal dana ini
harusnya digunakan untuk
pembiayaan kegiatan kepala
daerah Sulteng pada periode
itu (tahun anggaran),” ujar JPU
Cokorda D Permana SH dan
Agung ludara SH.

Selain itu, September
2008 terdakwa mengajukan
pencairan dana bansos yang
diperuntukkan bagi organisasi
masyarakat di Sulteng
Rp477.850.00. Selanjutnya,
dana dipindahbukukan dari
rekening kas daerah Sulteng
ke rekening pemegang kas
daerah, lalu dicairkan dan
dibagikan pada pegawai di
lingkup Pemprov Sulteng
bukan ke organisasi dan
masyarakat.

Pada tahun 2008 dan 2010,
pada akhir tahun anggaran 31
Desember tidak menyetor sisa
dana ke rekening Bendahara
Kepala Daerah, masing-
masing Rp242.200.000
dan Rp319.064.800. “Juga
terdakwa tidak menyetor

jasa giro sebesar Rp538.137,"
beber JPU.

Sehingga terdakwa didakwa
Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18
Ayat (1) huruf b, subsidair
Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor:
31 Tahun 1999 yang telah
diubah dan ditambah dengan
UU Nomor: 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan
Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1)
KUHP. Sementara dakwaan
lebih subsidair Pasal 8 Jo
Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun
1999 yang telah diubah dan
ditambah dengan UU Nomor:
20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tipikor Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkaan dakwaan
kedua, Ritha Sahara didakwa
melanggar Pasal 3 UU
Nomor: 8 Tahun 2010 Jo UU
Nomor: .15 Tahun 2002 Jo
UU Nomor: 25 Tahun 2003
tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

;)

Mendengar dakwaan
itu, terdakwa didampingi
tim penasihat hukumnya
menyatakan mengajukan
eksepsi (keberatan).

“Sidang ditunda dan
dilanjutkan Selasa 15 Juli
2014 mendatang, untuk
mendengarkan eksepsi
terdakwa,” tutup ketua majelis
hakim Rommel F Tampunolon
SH.

AJUKAN PENGALIHAN
PENAHANAN

Pada sidang itu terdakwa
mengajukan permohonan
pengalihan penahanan dari
tahanan rutan ke tahanan kota
pada majelis hakim.

Alasannya, terdakwa telah
ditahan selama 154 hari.
Selain itu, kesehatan terdakwa
dalam kondisi tidak sehat.
“Permohonan kanii terima,
tapi apakah dikabilkan
atau ditolak masih akan
dipertimbangkan. Nanti kami
jawab dalam persidangan,”
singkat Rommel. Ack
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)




